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KEPUTUSAN
MENTERI PENDATAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASIT

HOMOR O3 TAHUN Z017

TENTANG
PENETAPAN HEBUTUHAN PEGAWAI NEGER! SIFIL

CARI PROGRAM PEGAWAT TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN
DI LINGHUNGAN PEMERINTAN PROVINS]/ KABUPATEN/KOTA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI FENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] EIROKRAST

bahwa wuntuk kelancaran pelaksanaan Lugss dan pelayanan
di bidang keschatan pada Pemerintah Daerah, dipandang pertu
menetapkan Pepetapan Hebutohan Pegawai Negerl Jipil dari
Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Keschatan di
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Xota Tahun
Anggaran 2017,

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 rentang Aparatur Sipil
Negara  (Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lemboaran Megara Republik Indoncsia
Nomer 5494);

2. Vndapg-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megara Tahun Anggaran 2016
[Lernbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
278 Tambahan Lembaran Negara Pepublil Indoneeia Nomor
5767,

%, Peraturam Pemcrintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4015), scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemeriatah Homor 54 Toahius 2003
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4332);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tauhun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Megeri Sipil (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahur 2000 HNomeor 193, Tambahan Lembaren
Megara Republik [ndonesia Nomeor 4018), sebagaimana (elah
diubah dengan Peraturan Perngrintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2002 Homor
31, Tambahan bembaran Megara Republik Indencsia NMemor
4192);



Memperhatikan

Menetaplkan

PERTAMA

KEDUA

5. Peraturan Pemcrintah Nomor € Tahun 2003 rentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) schagaimana telah diubah
dengan  Peratyran Pemerintah  Nomor 63 Tohun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer
164);

6. Peraturan Pemerintah Nemer 45 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423},

7. HKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi nomer 135 tahun 2016 tanggal 14 Juli
2016 tentang Kebutuhan Pegawal Aparatur Sipil Negara dari
Lulusan Sckolah Kedinasan dan dari Bidang Kesehatan,
Pendidikan dan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2016,

! 1. Surat Menteri Ketiangan Nomor 5-931/MK.02;2015 tanggal
24 November 2015;

2. Surat Mcnieri Kesehatan Momor TUOL0L/TV/ 126572016
tanggal 16 Juli 2016 tentanp Penyampaan Nota
Kezepahaman tentang pengadaan  ASN  dilingkungan
Pemnerintah Dacrah dari PTT Kementerian Keschatan antara
Sekretaris Jenderal Kementerian Keschatan dengan 481
Pejabut Permbing Kepegawatan Daserah;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Megara Nomer @ K.26-
30/V.84-3/93 tanggal 24 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAR] PROGRAM
PEGAWAL TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN Dl
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIS KABUFATEN/KGTA TAHUN
ANGGARAN 2017,

Penetapan Kebutyhan Pegawal Negeri Sipil di Bidang XKesehalan
dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan
sejumlah 39.090 sebagaimana terlampir merupakan
petaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Apavatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2016,

Rincian penetapan kebutuhan Pegawai Negeei Sipil sebagaimana
dimaksud dalam dikium pertama ditindaklanjui dengan surat
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Relormasi Birokrasi:



KETICA :  Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
tersebut, dilakukan aoleh Pejabat Pembina Kepepawaian Daerah
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan:

KEEMPAT Terhadap Pegawai Tidak Tetap Kementerian Keschatan yang
sudah mengikuti seleksi dan berusia di atas 35 tahun diarshkan
diangkat scbagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
setelah  Peraturan Pemerintah  tentang Manajemen  Pegawal
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ditstapkan;

KELIMA i Segala biaya dan penggajian yang timbul akibat keputusan ini
ditampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pemerintah Daerah;

KEENAM ¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala s¢suatunya akan divbah sebagaimana mestinva,
apabila dikcmudian hari ternyata terdapat kekelirwan.

Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah ProvinsifKabupaten/Kota untuk
diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januar 2017

nterl Pendayagunaan Aparatur Negara

an/ Abnur
Tembusan ;
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Keashatarn;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. HKepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan

Para Pgjabat Pembina Kepegawnian Yang Bersangkutan.



LAMPIRAS
KEPUTUSAN MENTER| PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAR REFORMAS] BIRUKRAS!

ROMOR 0 yawon 2007

TARGGAL 44 MLERL AT

PENETAPAN KEEUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PROGHAM FEGAWAI TIDAK TETAP XEMENTERIAN KESERATAN
DI LINGKUNGAN FEMERINTAH FROVINSI/ KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017

s U ALLA H vy — } 5

1
2 |Kab. Acch Besar 314
3 |Kab, Pidic 378
4 |Kab. Aceh Utara 613
5 |Bab. Aceh Timur 441
6 |Keb. Aceh Sclatan i25
T |Kab. Acch Barut 147
B |Hab. Aceh Tcn!uh 255
0 |Kabk. Aceh Tenggara 262
10 [Kab. Simeuiue 118
11 |Kab. Bireuen 326
12 |Keb. Aceh Singkil i
13 |Kab. Aceh Baral Daya 145
14 |Kab. Gayo Lues 104
15 |Kab. Aceh Taminng 125
16 |Kab. Nagan Raya 133
17 |Kab. Aceh Jaya 74
18 |Kab. Bener Meriah 154
19 |Kab. Pidic Jaya 155
20 |Kote Sabeng 15
21 |HKota Banda Aceh 59
22 |Kota Langsa 51
23 |Kota Lhoksumawe 40
24 |Kota Subulussalam 45
25 |Kab. Deli Serdang 365
26 |Kab. Karo 158
27 |Kab, Langkat 87
28 |Kab, Tapanyli Tengah 195
20 |Hak. Simalungun 2BB
30 |Kab. Labuhan Batu 184
A1 |Kab. Dairi 130
32 |Kab, Tapanuli Utara 218
331 |Kab. Tapanuli Selatan 271
34 |Kak. Asahan 250
35 |Kab. Nias 134
34 |Kab. Toba Samosir 05
7 |[Kab. Mandailing Natal 256
38 |Kab. Nias Selatan 245
39 |Kab. Humbang Hasundutan 114
A0 |Kab. Pakpak Bharat 5%
‘-4 W

halaman 1 ffan 10



Kab Konawe 172
3949 [Kab, Baton Ot}
350 [Kab, Muna 92
351 [Kab. Kolaka 59
352 |Kab, Konawe Sclatan 208
353 |Kab. Kolaka Utara 130
J54 |Kal. Bombana 106
355 |Kab. Wakatobi 27
356 |Kal:. Buton Utara (]
357 |Kab. Konawe Utara 134
358 [Kab., Kolaka Timur 94
359 [Kab. Konawe Kepulawhn 51
360 |Kab. Bulon Sslatan 42
461 |Keb. Buton Tengeh Ad
362 [Kab. Munas Barat 55
363 |Kota Kendan 1
264 [Kota Bau-Baun 28
365 [Kab. Buleleng 1/ 44
266 |Hab. Jembrana T
367 [Kab. Klungkung 27
368 |Kab. Gianyar 49
369 [Kab. Earangasem 40
370 [Hab. Bangli 41
a7 [Kab. Badung 43
372 |Knb, Tabanan 7
373 |Keta Denpasar 14
AT4 |Kab, Lombok Barat 53
375 [Kab. Lombok Tengah 10
376 |Kab. Lombolk Timuor 156
377 |Kab. Bima 113
A78 |[Kab. Sumbawan 159
379 |Kab. Dompu 7
340 |Kat, Sumbawa Barat a0
381 |Kab. Lombok Utara 28
382 |Kota Bima 11
331 |Kab. Kupang 106
384 |Kab. Belu a0
385 |Kab. Timor Tengah Utara 105
336 |Kab. Timor Tengah Sclatan v
287 |Kab. Alor 43
BB |Kab. Sikka 104
389 |Kab. Flores Timur 105
390 [Kab. Ende 100
391 |Kab. Manggaral Bl
392 |Kab. Sumba Timur 34
293 |Kab. Sumba Barat 40
204 |Kab. Lembata 115
305 |Kab. Rote ndas 20
306 |Kak, Manpgarai Baral ¥

- ¥



440 [Kab, Bintan

450 |Kab. Karimun 62
451 |Kab, Natuna 23
452 |Kab., Lingga 33
353 |Kab. Kepulauan Anambas ]

434 [Kola Balamn 23
455 |Kota Tanjung Pinang 9

456 [Kab. Sorong B2
457 |Kab. Sorong Salatan 57
458 |Halb. Raja Ampat 12
459 [Kab, Manolwan 58
460 [Kab. Teluk Bintun £
461 [Kab. Teluk Wondama 22
462 [Kab. FakFak 36
463 |Kab. Kaimana &9
464 |Kab. Tambrauw il
465 [Kab. Pepunungan Arfak 56
466 |Kab. Manokwari Selatan 22
467 [Kota Sorong 46
468 JKab, Mamuju Utara, 71
469 [Kab, Mamuju 104
470 |Kah, Mamasaa 109
471 |Kab. Polewali Mandar 105
472 |Kab. Majens 2]
473 |Kab. Mamuju Tengah T4
474 |Kab. Malinau 63
475 |Kab. Nunukan 28

Ditetapkan di Jakarla

Pada tanggal 24 jenuecy 1003

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarn
dan Reformasi Birokrasi

halaman i dar 10




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS| BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JEMDERAL SLIDIRKAN KAY. £4, JAKARTA 12190, TELEFOH [021) FIEEIET - TIBIE2, FAKSIMILE (021) ¥393322
SITLIS Rblp | e mBr . go.id

MNaomor : RY 365 /5 5K.01.0052017 03 Februari 2017
Sifat : Segera
Hal Penyampaian Penstapan Kebutuhan PNS

dari Program Pegawai Tidak Tetap dan
hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementarian Kasahatan

Yth. Bupati Buleleng
di
Tampat

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunazan Aparalur Megara dan
Refarmasi Birckrasi Momaer 07 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan ¥ebutuhan
Fegawsai Megeri Sinil dari Pregram Pegawai Tidak Telap Kementerian Kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Provinsiy Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan
memperhatikan nota kesepabaman antara  Sekretaris  Jenderal Kementerian
Kesehatan dengan Bupati Bulaleng Nomeor: HK .05 01/1I875/2016 dan Nomor:
OTS/04KBI2016 bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penetapan Kebutuhan Pegawai Megeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap

Kementarian Kesshatan, terlampir,

Fenetapan hasil Seleksi Kompetens: Dasar (3K, terlampir;

Penetapan kebutuhan dan hasil SKO tersebut angka 1 dan 2 menjadi dasar Bupat]

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengumumkan peserta  vang

dinyatakan lulus dan proses pengangkatan menjadi CPNS di Lingkungan Pemearintah

Kabupaten Bulaleng dengan ketentuan:

a. Mulai dari proses pemberkasan sampai  dengan  pengtapan  kepulusan
pengangkatan sebagai CPNS dilarang memungut biaya apapun $2suai dengan
Program Pemerintah mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar {Saber Pungli);

. Sural Keputuzan Pengangkatan dan penempatan sebagai CPNS harus sesuai
dengan penetapan kebutuhan PNS, sebagaimana tersebut angka 1.



¢ CPNS yang diangkal sebagaimana huruf b dilarang dipindahkan minimal 5 (hma)
tahun masa kerja. Untuk itu, PNS yang bersangkulan dimintz melaporkan secara
elekironik (dengan link : sdma.menpan.go.idimoney] terkait dengan aktivitas
kegiatannya secara ringkas kepada Kementerian PAMRE dan BEN minimal 3
(tiga) bulan sekali. Laporan tersebut menjadi dasar manitering dan evaleasi bagi
Kementerian PANRH.

4. Tethadap Pegawai Tidak Telap Kementeran Kesehatan yang sudah mengikuli
seleksi dan berusia di atas 35 tahun diarahkan diangkat sebagai Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kera selelah Peraturan Pemetintah tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja ditetapkan.

Demikian, atas parhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negars
dan Refarmasi Birokrasi,
Sekretaris Kementerian PANRE,

Twi Wahyu Atmaji
Tambusan ==
Menteri FAN-RB.,
Kamizi Femberantasan Korupst.
Menteri Kesehatan.
Menteri Dalam Megeri,
Menteri Keuangan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Gubernur yang bersanokutarn.

™S e
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